
KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN 

(Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm) 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  

MEMPEROLEH GELAR SARJANA 

DALAM ILMU HUKUM ISLAM 

 

 

OLEH 

 

PUTHUT SYAHFARUDDIN 

NIM : 11360064 

 

PEMBIMBING  

 

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si. 

 

PERBANDINGAN MAZHAB 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2016 

 



Abstrak

Hakim merupakan salah satu profesi yang penting, karena hakim adalah salah satu
jabatan yang tinggi dalam Islam. Kedudukan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan mufti,
karena tugas hakim bukan hanya sekedar menyatakan hukum, melainkan juga menjatuhkan
suatu hukuman yang mana hasil dari putusan hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi.
Sehingga, syarat-syarat dan uji kelayakan untuk menjadi hakim harus ditegakan secara
demokratis, adil dan jujur. Dalam wacana syarat-syarat dan status keabsahan perempuan
menjabat sebagai hakim, dalam islam terjadi perbedaan pendapat dan menimbulkan
kontroversi dikalangan imam mazhab.

Masalah mendasar yang menjadi kontroversi dalam kajian ini adalah menelaah dan
memahami pandangan-pandangan imam mazhab dalam hal istinbath hukumnya terhadap
syarat-syarat kehakiman. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan
untuk menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan karena diqiyaskan dengan
bolehnya kesaksian dalam masalah tesebut dan beliau juga tidak mensyaratkan laki-laki
sebagai syarat wajib menjadi hakim. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwasanya
perempuan boleh menjabat sebagai hakim secara mutlak, hal ini didasarkan pada hujjah
beliau terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan imam Bukhori. Selain berpedoman pada hujjah
tersebut Ibn Hazm juga berpegang teguh pada kaedah ‘’al-Bara’ah al-Ashliyyah’’

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian
terhadap syarat-syarat dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perbedaan
pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm terhadap kedudukan perempuan menjabat
sebagai hakim serta mengutarakan istinbath hukum yang digunakan imam mazhab tersebut.
Menurut jenisnya penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif (kepustakaan), sifat
penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis-komparatif, dengan menggunakan
metode pendekatan sosio-historis dan metode berfikir induktif, sehingga penelitian ini
diharapkan mampu menghasilkan beberapa kajian keeilmuan yang bermanfaat.

Adapun hasil dari analisis yang penyusun lakukan adalah faktor yang melatar
belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm hal ini
disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, karena
adanya pertentangan dalil di antara keduanya (imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm), serta
perbedaan dalam menafsirkan dan memahami nash. Adapun persamaan pendapat keduanya
dalam hal kedudukan hakim perempuan yaitu diperbolehkanya seorang perempuan menjabat
sebagai hakim dan keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak
untuk menjadi hakim. Sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka adalah apa bila imam
Abu Hanifah membatasi kewenangan hakim perempuan hanya pada wilayah perdata, berbeda
halnya dengan ibn Hazm yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara
mutlak.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba>’ B Be

ت ta>’ T Te

ث sa> Ś es (dengan titik di atas)

ج Ji>m J Je

ح ha>’ H{ ha (dengan titik di bawah)

خ kha>’ Kh ka dan ha

د da>l D De

ذ za>l Ż Set (dengan titik di atas)

ر za>’ R Er

ز Zai Z Zet

س si>n S Es

ش syi>n Sy Es dan ye

ص sa>d S{ es (dengan titik di bawah)

ض da>d D{ de (dengan titik di bawah)

ط ta>’ T{ te (dengan titik di bawah)

ظ za>’ Z} zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ Gain G -

ف fa>’ F -

ق qa>f Q -

ك ka>f K -

ل la>m L -

م mi>m M -
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ن nu>n N -

و wa>wu W -

ھ ha> H -

ء Hamzah ‘ Apostrof

ي ya>’ Y -

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

اَحْمَدِیَّة ditulis Ahmadiyyah

C. Ta>’ Marbu>tah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَة ditulis Jama>’ah

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِیَآء ditulis Karama>tul-auliya>’

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.
E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing
dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh:

كُمبَیْنَ ditulis Bainakum

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قَوْل ditulis Qaul

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan

Apostrof (ʻ)

أَأَنْتُمْ ditulis A’antum

مُؤَنَّث ditulis Mu’annaś
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H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis Al-Qur’a>n

الْقِیَاس ditulis Al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

اَسَّمَاء ditulis As-Sama>’

مْساَلشَّ ditulis Asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD
J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

الْفُرُضذَوِى ditulis Żawi al-Furu>d

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اَھْلُ السُنَّة ditulis ahl as-Sunnah

شَیْخُ الْاِسْلَام ditulis Syaikh al-Isla>m atau Syaikhul-Isla>m
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta’ala yang senantiasa 

memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama 

kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarganya, para 

sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan 

mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya. 

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak ada 

seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, 

maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya 

tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad 

Shallallahu Alaihi wa Sallam, adalah hamba dan Rasul-Nya. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya 

Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 
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melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Kedudukan 

Hakim Perempuan (Studi Komparatif pemikiran imam Abu Hanifah dan Ibn 

Hazm). 

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, 

inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.Ph,D selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan 

Madzab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran 

dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta 

bimbingannya kepada penyusun dalam menyelasaikan skripsi ini. 

4. Bapak Jarni, Ibunda Tumini, dan adiku tercinta Mu’alifatu az-Zahra serta 

seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

5. Seluruh teman-teman kelas Perbandingan Madzab angkatan 2011 yang 

telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dan pengembaraan 

intelektual di Fakultas Syariah dan Hukum, semoga kita semua akan 

menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin. 
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6. Teman-teman di Jogjakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan 

pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau 

sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-

masing. 

7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah 

untuk berpikir kritis dan membantu kita menjadi pribadi yang tenang dan 

bijaksana. 

8. Sahabat Maiyah yang selalu menjadi sahabat sepanjang pengembaraan 

dalam kehidupan ini. 

9. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

 Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda 

dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga 

skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 

Yogyakarta, 3 Mei 2016 

Penyusun 

 

Puthut Syahfaruddin 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kebaikan dan

mengharuskan kepada setiap penganutnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai

keadilan. sebagai sebuah ajaran yang secara subtansial membawa misi rah}matan

lil ‘a>lami>n, Islam memposisikan peradilan, sebagai sebuah lembaga yang

diharapkan mampu menjadi pelopor dalam mewujudkan keadilan dalam

masyarakat serta memelihara hak-hak dasar manusia.

Kehadiran agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum

perempuan, dimana kaum perempuan pada masa sebelum Islam mendapat

kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan. Kemudian oleh agama Islam

diangkat ke posisi yang lebih baik, terhormat, dan dihargai. Dalam kehidupan

sosial, agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum

perempuan, di samping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang

relatif sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan

berprestasi baik di sektor publik maupun lingkungan keluarga. Islam sangat

memuliakan perempuan, Al-Qur’an dan sunnah memberikan perhatian yang

sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat bagi kaum perempuan, baik

dia sebagai anak, istri, ibu, maupun peran publik lainya. Begitu pentingnya hal

ini, Allah swt mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur’an kepada Nabi

Muhammad saw dalam surah an-Nisa’ yang sebagian besar ayat dalam surah ini
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membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang

berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-

hak perempuan.1

Diskursus perbedaan antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi kajian

yang menarik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam

masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, akan tetapi

efek yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut menimbulkan kontroversial.

Hal ini dikarenakan perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) dapat

melahirkan seperangkat konsep budaya. 2 Dalam perspektif fikih Islam klasik

kedudukan laki-laki dipandang sederajat lebih tinggi daripada perempuan dalam

kepemimpinan di masyarakat.

Dalam ajaran Islam perempuan mempunyai hak dan kesempatan untuk

berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukanya sebagai wanita. Islam

juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir

disegala bidang. Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan,

ketertinggalan dan perbudakan.

Islam telah menerangkan akan kebebasan hak bagi setiap hambanya. Baik

laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan hak dan keadilan. Hal ini

sesuai sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Az\-Z>|ariyya>t: 56.3

لا لیعبدون.لإانس إوما خلقت الجن وا

1Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru
Van Houve, 1996), VI : 1920-1921.

2Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an, cet. Ke-II, (Jakarta:
Paramadina, 2001), hlm.1.

3 QS: Az\-Z|ariyya>t (25): 56
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Dan QS: an-Nah}l: (16): 97.4

من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم 

أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون

Oleh karenanya, dari dua ayat di atas, nampak bahwa tidak ada

pengkhususan terhadap laki-laki dalam kehidupan di dunia ini. Tujuan hidup dari

keduanya tidak lain adalah beribadah kepada Allah SWT. Baik laki-laki dan

perempuan sama-sama memiliki potensi untuk tampil baik di depan Allah SWT

dengan segala amal ibadahnya, sehingga akan mendapatkan penghargaan atas

pencapaian diri sebagai hamba yang ideal (muttaqin).5

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi hak perempuan dalam mengurus

seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan

(tugas pokok keluarga) dan kehormatan perempuan itu sendiri.6

Kontroversi tentang peran sosial perempuan sebagai hakim melibatkan

setidaknya tiga pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa

perempuan tidak sah menjadi hakim. Pandangan ini dilansir oleh tokoh mazhab

terkemuka seperti Imam Malik, Imam Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal. Mereka

4 QS: an-Nah}l: (16): 97

5 Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’a>n, cet. Ke-II,
(Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.248-249.

6 Ali Jumu’ah. Fatawa al-Baiti al-Muslim. Da>r al-Imam as-Syati>bi : Qahirah, 2009, hlm.
399. Abdul Halim Mah}mud, Fata>wa al-Imam ‘Abdul Halim Mah}mud. 2002. Da>r al-Ma’arif:
Qahirah. Cet. Ke-5.juz II. Hlm.189
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mendasarkan pandanganya pada teks al-Qur’an yang terdapat dalam surat an-

Nisa’ ayat 34 sebagai berikut:7

موا لھمما فضل االله بعضھم على بعض وبما أنفقوامن ألنساء بعلى االرجال قوامون 

Menurut mereka, kata-kata ‘’kelebihan’’ yang dimaksud dalam ayat

tersebut berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan pikir, yang dalam banyak

hal, terutama dalam konteks peradilan, perempuan tidak dapat melakukan hal

yang sama dengan laki-laki karena perempuan cenderung lupa. Oleh karenanya,

menurut mereka perempuan kemungkinan besar tidak mampu untuk berperan

dalam wilayah publik, khususnya menjabat sebagai hakim.8

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi

hakim, kecuali pada persoalan hudu>d (pidana) dan qish}as. Pendapat ini

dikemukakan oleh ulama fikih rasional seperti Imam Abu Hanifah. Kelompok ini

memandang bahwa sah-sah saja perempuan menjadi hakim sepanjang perkara

yang dihadapinya bukan perkara pidana. Status perempuan sebagai hakim dalam

hal ini dianalogikan dengan status perempuan sebagai saksi. Menurut mereka

sepanjang kesaksian perempuan dianggap sah dalam persoalan-persoalan perdata,

maka ia pun sah menjadi hakim pada persoalan tersebut.9

Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi

hakim secara mutlak dalam kasus apapun baik perkara perdata maupun pidana.

7 An-Nisa (4): 34.

8 Wahbah al-Zuhaili , al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu>. Juz VI (Damaskus: Da>r al-Fikr,
1985), hlm.745.

9 Muhammad Ibn Ahad Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bida>yah al-Mujtahid , juz II (Jedah: al-
Haramain, t.t.), hlm. 458.
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Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir al-Tjabari dan Ibn Hazm.

Argumentasi mereka adalah :

1). Tidak satupun ayat al-Qur’an maupun pernyataan dari Rasulullah

(hadis) yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim.

2). Menurut Ibn Jari>r, secara historis pernah terjadi pengangkatan

perempuan sebagai hakim oleh khalifah Umar ibn Khattab pada masa

pemerintahanya dengan mengangkat seorang perempuan bernama al-

Shifa’ sebagai hakim.

3). Analogi keabsahan fatwa perempuan yang dianggap sah, sehingga

keputusanya sebagai hakim pun tentu saja dapat dianggap sah.10

Al-Qur’an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya

mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Agama Islam

sangat memuliakan perempuan, al-Qur’a>n dan Hadis memberikan perhatian yang

besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai

anak, istri, ibu maupun dalam peran publik lainya. Begitu pentingnya hal ini

Allah SWT mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur’an kepada nabi Muhammad

SAW yang diberi nama surat an-Nisa’, di mana sebagian besar ayat dalam surat

ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya

10 Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ha>wi’ al-Kabi>r (Beirut: Da>r al-Kutu>b
al- ‘Alamiyyah, 1994), 156
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yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum

terhadap hak-hak perempuan.11

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur’an merupakan suatu teks

yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis

di mana al-Qur’an diturunkan. Membaca al-Qur’an secara kontekstual akan

membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat

universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan,

cinta kasih, dan kebebasan. Pesan hakiki inilah yang sesungguhnya merupakan

benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu

generasi ke generasi berikutnya, dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.12

Di antara pemahaman dan penafsiran agama yang bias gender dan

kemudian membawa implikasi kepada kepentingan gender adalah:

Pertama; Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Pada

umumnya, para juru dakwah, mubaligh, sejarawan muslim menjelaskan bahwa

manusia pertama diciptakan Allah swt adalah Adam. Pemahaman demikian

membawa implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, yang mana

perempuan itu diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan hanyalah

the second human being, manusia kelas dua, dan perempuan hanya sebagai

pelengkap dari kaum laki-laki.

11 Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar
Baru Van Houve, 1996), VI : 1920-1921

12 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, cet. Ke-
1(Bandung: Mizan, 2005),hlm.304-306.
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Kedua; Pemahaman tentang diturunkanya Adam dan Hawa dari surga.

Ada anggapan umum bahwa Adam turun dari surga akibat godaan Hawa yang

terlebih dahulu tergoda oleh rayuan iblis. Sebagai implikasi dari pemahaman

seperti ini, dikatakan bahwa perempuan itu pada hakikatnya adalah manusia

penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu perempuan mudah sekali

dipengaruhi dan diperdayakan.

Ketiga; Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Dikalangan

masyarakat diajarkan bahwa, perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin atau

hakim karena sangat lembut dan lemah serta akalnya pendek. Lagi pula sangat

halus perasaanya sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan

yang tegas.13

Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, perempuan

diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, hanya saja kebolehan ini dibatasi

pada kasus perdata (amwal) saja. Argumen yang digunakan ulama Hanafiyah

adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidak

berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan muamalah

(perdata) dan tidak pada kasus hudu>d dan qisha>s.14

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya perempuan boleh menjadi

hakim dalam kasus selain hudu>d dan qish}a>s serta kesaksianya juga diterima.15

Sementara pendapat Ibn Hazm menyatakan bahwa perempuan boleh dilantik

13 Ibid.

14 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatu>hu, hlm.5937

15 Abi al-Mawaib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, Al-Miza>n al-Kubra> (Surabaya :
Hidayah, t.t.), II: 189.
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sebagai hakim karena kewanitaan seseorang itu tidak memberi kesan terhadap

kemampuanya untuk memahami hujah-hujah dan keterangan serta tidak

menghalanginya dalam menyelesaikan perkara dalam peradilan.16

Menurut Ibn Hazm sekiranya seseorang itu melantik perempuan sebagai

hakim, dia tidak berdosa. Perlantikan itu sah dan hukuman yang dijalankan oleh

perempuan tersebut boleh dikuatkuasakan. 17 Pendapat ini berbeda dengan

pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang melantik

perempuan sebagai hakim berdosa.

Pemecahan kasus di atas tentu tidak sederhana, karena hal ini berkaitan

dengan masalah yang sifatnya kontroversial. Tentang masalah hakim perempuan

misalnya, dari ulama mazhab sendiri banyak yang berbeda pendapat, ada yang

memperbolehkan ada yang tidak boleh. Harus diakui memang ulama mazhab dan

pemikir klasik tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara

atau menjadi hakim, tetapi hal ini lebih disebabkan penafsiran dan pemahaman

terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. Pada situasi dan

kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap

menduduki jabatan sebagai kepela negara maupun hakim. Perubahan fatwa dan

pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi,18 berdasarkan

kaidah ushuliyyah,

16 Ibid.

17 Nasr Faridh Muhammad Wasil, al-sult}ah al-Qad}a>’iyyah wa Niz}a>m al-Qada’ fi al-
Isla>m, c. 2, (Mesir : Mat}ba’ah al-Ama>nah, 1983), hlm. 135.

18 Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah
Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.350.
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19تغیر الاحكام بسباب تغیر الازمان والمكان

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang

hakim perempuan. Penyusun terdorong dan mencoba menelusuri pendapat Imam

Abu Hanifah dan Ibn Hazm dengan menelusuri dalil-dalil dan metode yang

digunakan serta pemikiran-pemikiran diantara keduanya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya  perbedaan pendapat antara Imam Abu

Hanifah dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan hakim perempuan ?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibn

Hazm tentang kedudukan hakim perempuan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

a. Mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan

pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan

hakim perempuan.

b. Menelusuri dan memahami perbedaan dan persamaan pendapat antara

Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam masalah kedudukan perempuan

menjabat sebagai hakim serta mengemukakan hasil isthinbath hukum dan

metode berfikir mereka dalam masalah perempuan menjabat sebagai hakim.

19Abdul Karim Zaidani, Al- Wa>jiz fi Ush}>l Fiqih, (Lebanon : Muassasah al-Risa>lah 1996),
hlm.258.
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2. Kegunaan penelitian:

a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta penulusuran pemahaman

tentang kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim bagi siapa saja

yang berminat dan tertarik dengan kajian fiqih dan mazhab, khususnya

mengenai boleh dan tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim menurut

Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm serta memaparkan istinbath hukum dan

metode berfikir di antara keduanya.

b. Sebagai upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang

perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam

masalah kedudukan hakim perempuan, sekaligus memberikan sumbangan

bagi kajian dan analisis perbandingan dalam studi ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari latar belakang dalam judul penelitian ini, penyusun

mencoba menelaah beberapa literatur, baik yang berupa penelitian, jurnal, atau

buku. Agar mampu menyajikan kepada para pembaca, sebuah pengetahuan dan

ide apa saja yang sudah dibahas dalam topik penelitian, serta memberi gambaran

sejauh mana penelitian sudah dilakukan dan berbagai susut pandang yang

mungkin bertentangan.

Permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan hakim perempuan

bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan kajian mengenai keabsahan

perempuan menjadi seorang hakim. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang
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dijadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwa penelitian

ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Pertama adalah karya ilmiah dari Nuruzzaman M.S yang berjudul ‘’

Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan

Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majlis Ulama Indonesia,

Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama’), dalam penelitian ini membahas tentang

konsep hakim perempuan dalam memutuskan perkara pidana melalui metode

sosio historis dan menganalisis terhadap istidlal atau istinbath hukum yang

digunakan MUI, Muhammadiyah dan NU.20

Kemudian karya ilmiah dari Muhammad Umar Said yang berjudul ‘’ Ibn

Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)., yang

membahas biografi Ibn Hazm. Juga disini dijelaskan terkait metode yang dipakai

Ibn Hazm dala, beristinbath adalah dengan merujuk dari al-Qur’an, Hadis Nabi,

Ijma’ dan ijma’ yang diambilnya hanya dari ijma’ para sahabat.21

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Rochim yang berjudul ‘’

Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i “akan

tetapi penelitian yang kami ajukan ini berbeda dengan penelitian skripsi-skripsi

di atas dalam hal perbedaan kajian tokoh pemikiran serta pokok masalah yang

20 Nuruzzaman M.S, Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam (Posisi Hakim
Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama’), Tesis diajugan kepada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Hukum, 2015.

21 Mohammad Umar Said, ‘’Ibn Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah
Pengantar Sosio-Historis), makalah diajukan guna memenuhi tugas akhir semester dalam mata
kuliah: Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam. Uin
Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.
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menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penelitian ini

adalah usaha untuk memahami dan meneliti kembali pemikiran Imam Abu

Hanifah dan Ibnu Hazm dalam masalah keabsahan perempuan menjadi hakim dan

batasan-batasan wilayah wewenangnya dalam memutuskan sebuah perkara serta

faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut.22

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab fikih

klasik, yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang masalah

boleh tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim, salah satunya adalah kitab

Niz}a>m al-H}ukmi fi al-Isla>m karya Abdul Hamid Ismail al-Anshary. Kitab ini

membahas pendapatnya ulama-ulama yang memprbolehkan perempuan menjabat

sebagai hakim beserta dalil-dalil dan alasan-alasan yang diutarakanya.

Oleh karena itu, dari beberapa literatur yang telah penyusun telusuri di

atas dapat dikatakan bahwa belum ditemukan kajian yang membahas secara

khusus membahas tentang kedudukan hakim perempuan menurut pendapat Imam

Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm, sebagaimana penyusun lakukan. Dengan

demikian, kajian yang dilakukan oleh penyusun adalah merupakan kajian pertama

atau belum ada peneliti lain yang mengkaji sebelumnya terkait dengan masalah

kedudukan hakim perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam

Ibnu Hazm.

22 Abdul Rochim, Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-
Syafi’i, Skipsi diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syar’ah dan
Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
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E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba untuk menganalisis ulang

terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam

menetapkan istinba>th hukum untuk menemukan permasalahan inti dimana letak

persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh dalam masalah kedudukan

perempuan menjabat sebagai hakim. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya

mencermati kembali kekuatan dalil-dalil yang dipakai untuk beristinba>th hukum

yang mereka gunakan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan menetapkan

hukum tentang masalah perempuan menjadi hakim.

Secara ontologis, para ulama mazhab tetap bersandar pada rujukan al-

Qur’an dan Hadis sebagai sumber pokok dalam beristinba>th hukum. Mereka

semua (ulama mazhab) sepakat atas kekuatan dua sumber hukum pokok tersebut

sebagai hujjah asy-Syari’iyah dan sama sekali mereka tidak meragukan

kekuatanya sebagai sumber utama.23 Akan tetapi dalam ruang lingkup penafsiran

dan pemahaman terhadap kedua sumber hukum pokok tersebut baik dari al-

Qur’an maupun Hadis dalam masalah kebolehan perempuan menjabat sebagai

hakim banyak menemui perbedaan penafsiran dan pemahaman antara kedua

sumber tersebut.

Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam menentukan

dasar-dasar istinba>th hukumnya, di mana  antara kedua tokoh tidak terjadi

perbedaan yang signifikan terhadap masalah sumber-sumber hukum Islam. Imam

Abu Hanifah selain bersandar pada al-Qur’an dan Hadis dia juga menggunakan

23 Wahbah az-Zuhaili, Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî, cet. ke-1, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986), I:
417.
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metode fatwa-fatwa sahabat, ijma’, qiyas, istihsan dan al-‘urf sebagai dasar

dalam menentukan istinbath hukumnya, sedangkan Ibn Hazm dalam menentukan

dasar-dasar istinbath hukumnya dia secara sistematis selain menggunakan al-

Qur’an dan Hadis, dia juga bersandar pada ijma’ yang diambilnya hanya dari

ijmak para sahabat dan al-dalil.24

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan

al-Qur’an dan Hadis bagi kedua tokoh tersebut (Imam Abu Hanifah dan Ibnu

Hazm) adalah sama-sama dijadikan sebagai sumber pokok atau primer dalam

menetapkan hukum Islam. Pun begitu, hal ini akan berbeda ketika ayat al-Qur’an

dan matan Hadis tersebut dibaca, dipahami, dan ditafsirkan oleh para ulama

mujtahid, tanpa terkecuali oleh Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Dengan kata

lain, meski pun dua tokoh tertentu menggunakan satu dalil yang sama dalam

masalah yang sama, akan tetapi cara pandang dan pemahaman terhadap dalil

tersebut adalah berbeda, maka sudah barang tentu hasil ijtihad yang diperolehnya

akan berbeda. Hal ini tidaklah mengherankan karena perbedaan pendapat antara

satu Imam dengan Imam lainnya salah satunya adalah dipengaruhi dari cara

pandang mereka dalam memahami dan menafsirkan al-Qur’an dan Hadis.25

Salah satu kajian yang dibahas secara detail dan intensif dalam ilmu

Ushul Fikih oleh para ulama mujtahid dalam memahami nas (baca: al-Qur’an dan

Hadis) adalah pembahasan Mantuq dan Mafhum. Dijelaskan bahwa ayat al-

24 Lihat selengkapnya dalam, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok
Pegangan Imam Mazhab, cet. ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

25 Fuad Zein, dkk., Studi Perbandingan Madzhab, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta,  2006), hlm. 13.



15

Qur’an atau pun Hadis apabila dilihat dari cara menunjukkan suatu kandungan

atau maknanya, maka menurut kalangan Syafi’iyyah terbagi ke dalam dua

makna, yaitu antara Mantuq dan Mafhum. Mantuq adalah petunjuk lafal pada

hukum yang disebut oleh lafal itu sendiri. Adalapun Mafhum adalah petunjuk

lafal pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafal itu sendiri, melainkan

datang dari pemahaman. Selanjutnya, Mafhum terbagi menjadi dua macam,

yaitu; Mafhum Muwafaqah dan Mafhum Mukhalafah. Lebih jelasnya adalah

sebagaimana berikut;

1. Mafhum Muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang

menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku

pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai

dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam

maknanya. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian bahasa, tanpa

memerlukan pembahasan yang mendalam atau pun ijtihad. Disebut

Mafhum Muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan

hukum yang tertulis.

2. Mafhum Mukhalafah adalah adalah petunjuk lafal yang menunjukkan

bahwa hukum yang lahir dari lafal itu berlaku bagi masalah yang tidak

disebutkan dalam lafal itu, yang hukumnya bertentangan dengan

hukum yang lahir dari mantuq-nya, karena tidak adanya batasan

(qayyid) yang berpengaruh daam hukum. Disebut Mafhum

Mukhalafah adalah karena hukum yang disebutkan berbeda dengan
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hukum yang tidak disebut. 26 Mengenai Mafhum Mukhalafah ini

jumhur ulama menggunakannya sebagai salah satu cara atau metode

dalam istinbat hukum, sementara Imam Abu Hanifah adalah

menolaknya sama sekali.27

Dengan demikian, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan

pendekatan Ushul Fikih dengan kerangka teori Mafhum Muwafaqah untuk

menganilisa dalil-dalil yang digunakan dan dipahami oleh Imam Abu Hanifah

dan Ibnu Hazm dalam menetapkan kedudukan hakim perempuan. Tidak lain dan

tidak bukan karena kedua tokoh tersebut dalam menetapkan dan memperkuat

pendapatnya terkait kedudukan hakim perempuan adalah bertumpu kepada dalil

al-Qur’an dan Hadis, khususnya terkait dengan ayat surat al-Baqarah (2): 282.

د ین من رجالكم فاءن لم یكونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من یواستشھدوا شھ
28.الشھداء

di mana kedua tokoh tersebut menggunakan ayat di atas sebagai salah

satu hujah dalam menetapkan kedudukan hakim perempuan. Padahal diketahui

secara kasat mata dalam redaksi ayat di atas sama sekali tidak menyebutkan

kedudukan perempuan sebagai hakim, akan tetapi menyebutkan kedudukan

perempuan sebagai saksi dalam persidangan.

Hal ini dimaksudkan agar penyusun dapat menemukan persamaan dan

perbedaan serta latar belakang dari perbedaan kedua tokoh tersebut dalam

26 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS, cet. ke-3, (Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 215-217.

27 Ibid., hlm. 217-218.

28 Al-Baqarah (2): 282.
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menetapkan kedudukan hakim perempuan, terutama apabila dilihat dari proses

istinbat hukumnya dari kajian ilmu Ushul Fikih. Dengan kata lain, penyusun

ingin meneliti kembali faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan

pendapat serta menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Abu

Hanifah dan Ibn Hazm melalui sisi sosio-historis mau pun dalil yang mereka

gunakan dalam beristinbath hukum.

Lain pada itu, disadari bahwa adanya perbedaan pendapat yang terjadi

dikalangan para ulama mazhab telah memunculkan heterogenitas

(keanekaragaman) hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak lepas

dari prinsip dan orientasi mereka dalam beristinbath hukum didasari oleh faktor

terhadap kemaslahatan serta kebutuhan masyarakat dimana mereka tinggal. Oleh

karena itu penafsiran dan pemahaman mereka terhadap nash al-Qur’an dan Hadis

banyak dipengaruhi oleh sosio-historis pada saat mereka hidup, sehingga

pemahaman dan pendapat di antara mereka memungkinkan adanya suatu

perbedaan dalam istinbath hukum. Meskipun perbedaan dalam istinbath hukum

itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, namun hal ini

boleh dilakukan terbatas pada suatu hal yang lingkup permasalahanya

memerlukan untuk diijtihadi dikarenakan terjadinya suatu masalah yang

hukumnya belum ditentukan secara langsung dalam nash al-Qur’an dan Hadis.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian telaah pustaka, yaitu suatu

penelitan yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah

literatur yang berkaitan dengan masalah keabsahan perempuan menjadi hakim

(qadli). Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka

yang berhubungan dengan karya-karya dan pendapat-pendapat dari Imam Abu

Hanifah dan Ibn Hazm, serta menukil dan memasukkan pendapatnya Imam

mazhab yang lain, seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Jarir at-

Tabari serta pendapatnya Imam Asy-Syafi’i.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif yaitu, berusaha

menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang difahami

serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah peneletian ini.dalam

skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas pemikiran dan pendapat Imam

Abu Hanifah dan Ibn Hazm beserta alasan dan argumentasi yang mereka pakai

berkenaan dengan  masalah keabsahan perempuan menjadi hakim.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Ushul Fikih serta barupaya

menganalisis istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Ibn

Hazm secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan data dan

menganalisis dengan menggunakan kerangka teori Mafhum Muwafaqah serta

membandingkan dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Abu hanifah dan Ibn Hazm
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guna mendapatkan kesimpulan akhir dalam menemukan persamaan dan

perbadaan pendapat antara Imam Abu hanifah dan Ibn Hazm serta apa saja faktor

yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

4. Pengumpulan Data

Karena skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research), maka

pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, di lakukan dengan

penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan-bahan pustaka terhadap karya-

karya Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm yang berkaitan dengan masalah

keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim, di antaranya adalah:

Kitab Dura>t al-Hukka>m Syar’h Gurar al-Ahka>m menjelaskan bahwasanya

perempuan boleh menjadi hakim selain dalam perkara hudu>d dan qish}a>s (pidana),

karena sesungguhnya peradilan itu pasti berhubungan dengan kesaksian,

sedangkan kesaksianya seorang perempuan dalam masalah selain hudu>d dan

qish}a>s adalah diperbolehkan begitu juga diperbolehkanya seorang perempuan

menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan, tidak boleh seorang

perempuan mengadili dan memutuskan perkara dalam masalah hudu>d dan qish}a>s

begitu juga dengan kesaksianya.29

Kitab Al-Ihka>m fi Us}u>l al-Ahka>m dan al-Muhalla> karya Ibnu Hazm yang

menjelaskan tentang ilmu Ushul Fikih dan kaitanya dengan syarat dan adab

menjadi hakim. Kitab-kitab tersebut yang dijadikan penyusun sebagai sumber

29 Al-Qadli Muhammad bin Faramuz asy-Syahif bin Mitslan Khasrin wa al-Hanafi,
Durra>t al-Hukka>m Syar’h Gurar al-Ahka>m, (ttp: Da>r asy-Sya’ada>h,t.t),VIII: 383
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primer penelitian ini. Adapun sebagai suumber sekunder adalah buku-buku

ataupun tulisan-tulisan lain yang mampu mendukung pendalaman serta

ketajaman analisis tentang kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim.

5. Analisis Data

Analisis data skripsi ini menggunakan metode analisis isi (content

analysis) dan komparatif, yakni menganalisis dan memahami isi kitab-kitab fiqih

tradisional (klasik) dan sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara

membandingkan antara data yang satu dengan data lainya, untuk sampai pada

satu titik kesimpulan. Selain dari pada itu, tujuan analisis ini adalah untuk

menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara pendapat kedua Imam mazhab

tersebut (Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm) dan kemudian menganalisis faktor-

faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dan persamaan pendapat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka

pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika

penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur

bentuk dan isi skripsi, pertama: meliputi latar belakang masalah yang diteliti,

kedua: pokok masalah, hal ini merupakan penegasan yang terkandung dalam latar

belakang masalah, ketiga: tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat: telaah pustaka, yang berisi

penelusuran terhadap literatur yang berkait dengan obyek penelitian, kelima:
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kerangka teoritik, yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan

penyelesaian masalah, keenam: metode penelitian, yang berisi cara yang

digunakan dalam penelitian, ketujuh: sistematika pembahasan, yang berisi

tentang struktur dan urutan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II adalah gambaran umum tentang perempuan dan hakim dengan

menjelaskan pengertian di antara keduanya, dasar hukum menjadi hakim, sifat

dan syarat-syarat menjadi hakim, karena hal tersebut dianggap penting dan

sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini, dalam mengemukakan

perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm

serta apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan

pendapat tersebut.

Bab III adalah tinjauan umum terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dan

Ibn Hazm, serta bagaimana metode dan cara istinbath hukum-nya tentang

permasalahan keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim. Hal ini untuk

memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Bab IV adalah bab analisis, yang merupakan jawaban dari pokok masalah

yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat antara pemikiran Imam

Abu Hanifah dan Ibn Hazm tentang kedudukanan perempuan menjabat hakim

dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diharapkan

uuntuk memperlihatkan letak signifikasi di antara penelitian-penelitian lain serta

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas yang telah dipaparkan

sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. sebab-sebab perbedaan ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam

menentukan satu masalah hukum Islam, tanpa terkecuali kedudukan

hakim perempuan adalah; (1) perbedaan pembacaan ayat Al-Qur’an; (2)

perbedaan pengetahuan hadis Nabi SAW; (3) meragukan hadis Nabi

SAW; (4) sebab polisemi; (5) sebab pertentangan dalil; (6) perbedaan

memahami dan menafsirkan nas; (7) tidak ditemukan nas; dan (8)

perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum.

2. Letak persamaan pandangan imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam hal

status perempuan menjabat sebagai hakim yaitu Baik Imam Abu Hanifah

maupun Ibn Hazm keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki

sebagai syarat sahnya pengangkatan seorang hakim. Imam Abu Hanifah

dan Ibn Hazm juga memperbolehkan mengangkat hakim yang bukan

muslim untuk mengadili masyarakat yang non muslim, karena keahlian

mengadili itu ada hubunganya dengan keahlian menjadi saksi, sebab orang

kafir dzimmi itu boleh menjadi saksi terhadap orang kafir dzimmi yang

lainya. Pendapat imam Abu Hanifah ini diperkuat oleh pendapat Ibnu

Abidin, bahwasanya orang kafir boleh diangkat menjadi hakim bagi

kalangan kafir dzimmi dan putusanya adalah sah.
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3. Letak perbedaan pendapat antara keduanya adalah kewenangan hakim

perempuan dalam memutuskan perkara pada wilayah peradilan Imam Abu

hanifah membatasi kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara

hanya pada wilayah perdata saja serta tidak memperbolehkan perempuan

untuk memutuskan perkara pada wilayah hudud dan qishas. Selain itu

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya barang siapa yang

mengangkat seorang perempuan menjadi hakim maka ia berdosa.

Sedangkan Ibn Hazm memperbolehkan perempuan menjabat sebagai

hakim secara mutlak dan terkait pengangkatanya pun secara mutlak ia

memperbolehkan.

4. Ada tiga unsur penting yang menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi

terjadinya perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibnn Hazm

terkait kedudukan perempuan sebagai hakim, yaitu unsur internal dan

eksternal. Unsur pertama diwakili oleh faktor teologis dan kedua faktor

yuridis. Sedangkan faktor yang ketiga diwakili oleh faktor sosiologis.

B. SARAN

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh

karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan imam Abu Hanifah

dan Ibn Hazm dalam rangka mencari titik persamaan dan perbedaan

serta faktor yang melatar belakanginya, diharapkan dalam penelitian
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selanjutnya membahas mengenai relevansinya teradap peradilan dalam

konteks keindonesiaan.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan

kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk

mengetahui tentang hakim perempuan. dan dalam penyusunan

penelitian selanjutnya diharapkan membahas cara pelaksanaan

pengangkatan hakim perempuan di Indonesia dan meninjau secara

langsung dari segi sosial masyarakat, yang lebih menitikberatkan

terhadapa kemaslahatan yang ada di masyarakat.
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Lampiran II 

BIOGRAFI ULAMA 

 

1. Jari>r ath-Th}abari. 

Nama lengkap at-Th}abari adalah Abu Ja’far Muhammad Ibnu Ja’far Ibnu 

Yazid Ibnu Kasir Ibnu Ghalib at-Tabari, lahir di Tobaristan di kota amul, kota ini 

merupakan salah satu propinsi di Persia dan terletak di sebelah utara gunung Alburz, 

selatan laut Qazwin tahun 224/225 hijriah 839/840 Masehi. At-tabari di ambil dari 

nama daerah tempat beliau lahir yakni Tabaristan, dan abu ja'far di ambil dari 

sebutan orang agung di zaman nya, beliau banyak menghabiskan waktu di bagdad 

irak. 

didalam hidupnya, beliau menghabiskan hari-hari dengan menulis dan 

mengajar. muridnya menyebutkan bagaimana gurunya menghabiskan hidupnya 

dengan menulis dan mengajar, beliau sanggup menulis 40 bahkan lebih karya ilmiah 

dan mengajar ilmu furu' lainnya selepas menulis. 

At-Tabari pertama berangkat ke kota Rayy, Iran di daerah ini imam Thabari 

mempelajari hadist nabi dan Dari daerah ini pula, ia berkesempatan belajar sejarah 

dari Muhammad Ibnu Ahmad ibnu Hammad al-Daulabi dan beliau belajar ilmu fiqh 

dari ibnu muqatil. Setelah itu ia pindah ke kota Baghdad dengan maksud menemui 

dan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sebelum ia sampai ke kota 

tersebut, Imam Hanbali meninggal dunia (241 H/855 M). Lalu beliau mengalihkan 

perjalan ke basrah, akan tetapi sebelum ia sampai ke kota tersebut ia mampir ke kota 

wasit untuk mendengarkan pelajaran. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke 

kota kota Kufah untuk mendalami hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. 

disilah ia mempelajari qiraat dari guru nya sulaiman at tulh. 

Inilah sekilas dari kehidupan mencari ilmu beliau, beliau terkenal sangat gigih 

dalam mencari ilmu dimana mana, di setiap perjalannya ia menemui ulama ulama 

yang terkenal dari bidang nya masing masing. 

Karya beliau sangat banyak tapi sampai pada generasi sekarang hanya seikit 

sekali, berikut penulis akan memaparkan sebagian karya - karya beliau : 

1. kitab ‘adabul manasik 

2. Tarikh al-uma 

3. Adabul qadha' 

4. kitab Syara' al isla>m 

5. Kitab Ikh}tilaful ulama’ ataupun Ikh }tilaful Fuqoha’ atau Ikhtilafu Ulama’il 

Anshor fi Akhka>mi Syaroi’il Isla >m 
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2. Ima>m asy-Syafi>’i. 

Ima>m Syafi>’i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama 

lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi>’i, lahir di Gaza, Palestina pada 

tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih 

keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul 

Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi 

Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah 

menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke 

rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang 

sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali 

ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan 

keluarganya secara lebih intensif.  

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan 

lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari 

Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha’ karangan imam 

malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi’i 

juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa 

tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar 

yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. 

Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) 

telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi’i belum 

merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, 

semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru 

Imam Syafi’i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. 

Di antara karya-karya imam Syafi’i yaitu: 

1. Al-Risa>lah 

2. Al-Umm 

 

 

3. Ima>m Bukh}ori 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-

Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi. Dia dilahirkan pada hari Jum’at 13 

Syawal 194 H di Bukhara. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, 

karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Sewaktu kecil Al-Imam Al-Bukhari 

buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim 

‘Alaihissalaam yang mengatakan, ‚Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu Al-

Imam Al-Bukhari), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua 

mata putramu karena seringnya engkau berdoa‛. Ternyata pada pagi harinya sang ibu 

menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya.  



vi 
 

iv 

Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, 

beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, 

Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. 

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat 

terkenal adalah Abu ‘Ashim An-Nabiil, Al-Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidaillah 

bin Musa, Abu Al-Mughirah, ‘Abdan bin ‘Utsman, ‘Ali bin Al Hasan bin Syaqiq, 

Shadaqah bin Al-Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu’aisi, Muhammad bin 

‘Ar’arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin Al-Muhabbir, Abdullah bin Raja’, Khalid bin 

Makhlad, Thalq bin Ghannaam, Abdurrahman Al-Muqri’, Khallad bin Yahya, Abdul 

‘Azizi Al Uwaisi, Abu Al-Yaman, ‘Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu’aim 

bin Hammad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 

Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. Ketika beliau 

mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikebumikan di khartank, 

sebuah desa di Samarkhand. 
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